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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Barito

Timur Provinsi Kalimantan Tengah dapat ditarik kesimpulan bahwa di

Kabupaten Barito Timur keberadaan hak ulayat masih dianggap ada, sesuai

dengan kriteria yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (2) PMNA/KBPN Nomor

5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat

Masyarakat Hukum Adat yang menentukan kriteria adanya hak ulayat yaitu

masih terdapatnya sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum

adatnya, terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para

warga persekutuan hukum tersebut sebagai tempat untuk mengambil

keperluan hidup sehari-hari serta terdapat tatanan hukum adat mengenai

pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati

oleh para warga persekutuan hukum.

Sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2)

PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 mengenai penentuan dan peneletian

keberadaan hak ulayat belum pernah dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Barito Timur hal ini dikarenakan belum adanya program dari

pemerintah daerah untuk melakukan penelitian dan penentuan. Pemerintah

Daerah Kabupten Barito Timur baru akan membuat program pada tahun 2011

sesuai dengan rencana strategis daerah.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pada Pasal 5 ayat (1)

dan (2) PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 belum terwujud, karena

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur belum membuat program untuk

melakukan penelitian terhadap keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat.

Penulis mengharapkan agar pemerintah daerah segera melakukan penelitian

terhadap keberadaan hak ulayat anggota masyarakat hukum adat Dayak

Ma’anyan di Kabupaten Barito Timur dengan memberikan pengetahuan adat

istiadat Dayak agar dibakukan secara tertulis dan disebarluaskan kepada

seluruh masyarakat dan wajib dimasukkan dalam kurikulum Sekolah Dasar

dan Sekolah Menengah sebagai mata pelajaran muatan lokal. Hal ini

dilakukan sebagai perwujudan menghormati, menghargai dan melestarikan

keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Ma’anyan di Kabupaten

Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
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Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang
Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan
Tengah.

 

 


